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BAB I 

PENDAHULUAN 

A. Latar Belakang 

Hukum Administrasi Negara berasal dari dua kata, yaitu “hukum” dan 

“administrasi negara”. Pengertian hukum menurut J.C.T Simorangkir dan 

Woerjono Sastropranoto sebagaimana dikutip oleh Yon Johan Utama adalah 

peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku 

manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi 

yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi 

berakibatkan diambilnya tindakan, yaitu dengan hukum tertentu.1 Dalam 

pemahaman tentang makna dari hukum yang lebih luas, hukum tidak hanya 

diartikan sebagai sekelompok aturan tertulis, tetapi segenap aturan, baik tertulis 

maupun tidak, baik dibuat negara maupun bukan, tingkah laku, simbol-simbol, 

dan segala bentuk yang pada akhirnya bertujuan menciptakan tertib sosial di 

masyarakat. Singkatnya, hukum tidak lagi sebagai wujud yang selama ini 

dipahami, yaitu sekedar sekumpulan aturan, tetapi hukum harus dipahami 

sebagai segala aspek yang berkaitan dengan tertib masyarakat. Hukum 

dipahami sebagai suatu sistem sosial yang menciptakan tertib masyarakat 

tersebut. Hal ini tidak hanya meliputi aturan-aturannya, tetapi juga segenap 

tingkah laku penegakannya serta budaya dari masyarakat dalam melihat hukum 

sebagai suatu nilai yang harus dipatuhi. 

Sedangkan Administrasi Negara yaitu sesuatu yang memiliki tujuan 

untuk membantu dan mendukung pemerintah melaksanakan kebijakan-

kebijakan yang diambil untuk menyejahterakan masyakaratnya. Hal tersebut 

sesuai pendapat Leonard D. White sebagaimana yang dikutip dalam Salamoen 

yang menyatakan bahwa administrasi negara terdiri atas semua kegiatan negara 

untuk menunaikan dan melaksanakan kebijakan negara (public administration 

consist ... all those operations having for the purpose the fulfillment and 

                                                           
1 Yos Johan Utama, Hukum Administrasi Negara, (Tangerang Selatan: Universitas 

Terbuka, 2014), hlm. 3. 
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enforcement of public policy).2 Prayudi Atmosudirjo melihat administrasi 

negara pada fungsinya yang lebih luas lagi, yakni melaksanakan dan 

menyelenggarakan kehendak-kehendak (strategy, policy) serta keputusan-

keputusan pemerintahan secara nyata (implementasi dan menyelenggarakan 

Undang-Undang menurut pasal-pasalnya) sesuai dengan peraturan-peraturan 

yang ditetapkan. Untuk memperjelas makna administrasi negara tersebut, 

Prayudi Atmosudirdjo merincinya dalam beberapa pengertian administrasi 

negara yang terkait dengan pelaksanaan kebijakan pemerintah sebagai berikut:3 

1. Sebagai aparatur negara, aparatur pemerintahan, atau sebagai 

institusi politik (kenegaraan). 

2. Administrasi negara sebagai “fungsi” atau sebagai aktivitas 

melayani pemerintah, yakni sebagai kegiatan “pemerintah 

operasional”. 

3. Administrasi negara sebagai proses teknis penyelenggaraan 

Undang-Undang. 

Dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang 

Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan 

Nepotisme (UU Penyelenggaraan Negara), disebutkan bahwa4: 

“Pejabat negara adalah pejabat negara yang menjalankan fungsi 

eksekutif, legislatif, atau yudikatif, dan pejabat lain yang tugas 

pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara sesuai dengan 

ketentuan  peraturan perundang-perundangan yang berlaku. Sedangkan 

dalam Pasal 2 dinyatakan bahwa pejabat negara meliputi pejabat negara 

pada lembaga negara, menteri, gubernur sebagai wakil pemerintah pusat 

di daerah, hakim yang meliputi hakim di semua tingkatan pengadilan, 

                                                           
2 Salamoen Soeharyo dan Nasri Effendi, Sistem Penyelenggaraan Pemerintah Negara 

Kesatuan Republik Indonesia, (Jakarta: Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, 2009), 

hlm.18. 
3 Prajudi Atmosudirdjo, Hukum Administrasi Negara, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 1983), 

hlm.15. 
4 Indonesia (a), Undang-Undang tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan 

Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, UU Nomor 28 Tahun 1999, Pasal 1. 
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dan pejabat negara yang lain sesuai dengan ketentuan peraturan 

perUndang-Undangan yang berlaku.” 

Pejabat lain yang memiliki fungsi strategis dalam kaitannya dengan 

penyelenggaraan negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-

undangan yang berlaku. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang tugas dan 

wewenangnya di dalam melakukan penyelenggaraan negara rawan terhadap 

praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme), yang meliputi direksi, 

komisaris, dan pejabat struktural lainnya pada BUMN (Badan Usaha Milik 

Negara) dan BUMD (Badan Usaha Milik Daerah), pimpinan Bank Indonesia, 

pimpinan perguruan tinggi negeri, pejabat eselon I dan pejabat lain yang 

disamakan di lingkungan sipil, militer dan POLRI (Polisi Republik Indonesia), 

jaksa, penyelidik, panitera pengadilan, serta pemimpin dan bendaharawan 

proyek5. 

Praktik hukum administrasi dalam BUMN bisa dilihat dari proses 

pengangkatan dan pemberhentian dewan komisaris dan direksi, maupun 

rangkap jabatan dalam beberapa lembaga negara. Penunjukan pejabat 

kementerian sebagai komisaris badan usaha milik negara (BUMN) contohnya, 

dapat menimbulkan konflik kepentingan dan diduga menyalahi administrasi 

bisa menimbulkan konsekuensi pidana. Hal itu diungkapkan oleh anggota 

Ombudsman Republik Indonesia (ORI) Alamsyah Saragih dalam diskusi 

tentang fenomena rangkap jabatan di Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi 

(KPK).6 Berdasarkan kajian ORI, dari 144 BUMN, terdapat 5421 komisaris. 

Dari jumlah itu, 41% atau 222 komisaris merupakan pejabat kementerian. 

Karena bertindak sebagai komisaris, para pejabat ini mendapatkan berbagai 

fasilitas seperti gaji sebesar 40% dari gaji direktur utama beserta tunjangan 

lainnya. Menurut data ORI, kementerian yang paling banyak menugaskan 

pejabatnya sebagai komisaris BUMN adalah Kementerian Keuangan dan 

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Sementara itu, bidang 

                                                           
5 Prajudi Atmosudirdjo, Op.cit. 
6 Jakarta Bisnis, “Komisaris BUMN Rangkap Jabatan Bisa Maladministrasi”, 

https://jakarta.bisnis.com/read/20170505/439/650920/komisaris-bumn-rangkap-jabatan-bisa-

maladministrasi diakses pada 7 Agustus 2019. 

https://jakarta.bisnis.com/read/20170505/439/650920/komisaris-bumn-rangkap-jabatan-bisa-maladministrasi
https://jakarta.bisnis.com/read/20170505/439/650920/komisaris-bumn-rangkap-jabatan-bisa-maladministrasi
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bisnis BUMN yang paling banyak merekrut pejabat sebagai komisaris meliputi 

perbankan, infrastruktur dan kesehatan. Hal ini bertentangan dengan Undang-

Undang (UU) No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik telah mengatur larangan 

bagi pelaksana pelayanan publik untuk merangkap jabatan menjadi komisaris 

pada BUMN maupun BUMD, yang tercantum di Pasal 17 huruf a yang 

berbunyi:7 

“Pelaksana dilarang:  

a. merangkap sebagai komisaris atau pengurus organisasi usaha bagi 

pelaksana yang berasal dari lingkungan instansi pemerintah, badan 

usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah; 

b.....” 

Selain itu, dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor 

PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara bagian Lampiran 

Bab III tentang Tata Cara Pengangkatan Huruf E tentang Usulan Pengangkatan 

angka 5 disebutkan, bahwa:8 

“Sebelum ditetapkan menjadi anggota Direksi, yang bersangkutan harus 

menandatangani surat pernyataan mengundurkan diri dan jabatan lain 

yang dilarang untuk dirangkap dengan jabatan anggota Direksi terhitung 

sejak yang bersangkutan diangkat menjadi anggota Direksi (jika 

ada)....” 

Maladministrasi menurut Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 

tentang Ombudsman Republik Indonesia (“UU 37/2008”) diartikan sebagai 

perilaku atau perbuatan melawan hukum, melampaui wewenang, menggunakan 

wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi tujuan wewenang tersebut, 

termasuk kelalaian atau pengabaian kewajiban hukum dalam penyelenggaraan 

                                                           
7 Indonesia (b), Undang-Undang tentang Pelayanan Publik, UU Nomor 25 Tahun 2009, 

Pasal 17 huruf a. 
8 Indonesia (c), Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara tentang Persyaratan, Tata 

Cara Pengangkatan, dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara, Permen 

BUMN Nomor PER-03/MBU/02/2015, Lampiran. 

https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/node/1011/undangundang-nomor-37-tahun-2008
https://www.hukumonline.com/pusatdata/detail/28453/node/1011/undangundang-nomor-37-tahun-2008
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pelayanan publik yang dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan 

yang menimbulkan kerugian materiil dan/atau immateriil bagi masyarakat dan 

orang perseorangan.9 Menurut Hendra Nurtjahjo dkk definisi maladministrasi 

yaitu10: 

a. Perilaku dan perbuatan melawan hukum, 

b. Perilaku dan perbuatan melampaui wewenang, 

c. Menggunakan wewenang untuk tujuan lain dari yang menjadi 

tujuan wewenang itu, 

d. Kelalaian, 

e. Pengabaian kewajiban hukum, 

f. Dalam penyelenggaraan pelayanan publik, 

g. Dilakukan oleh Penyelenggara Negara dan pemerintahan, 

h. Menimbulkan kerugian materiil dan/atau immaterial, 

i. Bagi masyarakat dan orang perseorangan. 

Adapun yang penulis teliti adalah kasus pengangkatan Direktur Utama 

PT. Bank Tabungan Negara (Persero), Suprajarto, yang sebelumnya menjabat 

sebagai Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero). Pengangkatan 

tersebut melalui Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (RUPSLB) PT. 

Bank Tabungan Negara (Persero) pada tanggal 29 Agustus 2019, sedangkan 

pemberhentiannya sebagai Direktur Utama melalui RUPSLB PT. Bank Rakyat 

Indonesia (Persero) baru diadakan tanggal 2 September 2019. Penulis melihat 

adanya pengabaian prinsip profesionalisme dalam pengangkatan tersebut 

dikarenakan dengan kinerja yang baik, Suprajarto bukannya diangkat dengan 

jabatan yang lebih baik, melainkan diangkat menjadi Direktur PT Bank 

Tabungan Negara yang tidak lebih besar daripada jabatan sebelumnya, yaitu 

Direktur utama PT Bank Rakyat Indonesia. Penulis melihat juga adanya 

pengabaian kewajiban yang mengharuskan direksi untuk menandatangani surat 

pernyataan mengundurkan diri dan jabatan lain yang dilarang untuk dirangkap 

                                                           
9 Indonesia (d), Undang-Undang tentang Ombudsman Republik Indonesia, UU Nomor 37 

Tahun 2008, Pasal 1. 
10 Hukum Online, “Bentuk-Bentuk Maladministrasi”, 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-

maladministrasi/ diakses pada tanggal 7 September 2019 

https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi/
https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt58292617134da/bentuk-bentuk-maladministrasi/
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dengan jabatan anggota Direksi sebelum diangkat menjadi anggota Direksi, 

seperti yang tertulis dalam Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara 

Nomor PER-03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, 

dan Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara bagian 

Lampiran Bab III tentang Tata Cara Pengangkatan huruf e tentang Usulan 

Pengangkatan angka 5. Selain itu juga dalam Pasal 15 Undang-Undang No. 19 

Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara disebutkan bahwa Menteri 

memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan Direksi. Jadi 

dalam kata lain, seharusnya Menteri mengetahui terkait pengangkatan 

Suprajarto selaku Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara (Persero). 

Menteri BUMN juga seharusnya memberitahukan sebelumnya mengenai 

rencana pengangkatan Direksi kepada Direksi yang bersangkutan, amun dalam 

hal ini Suprajarto bahkan tidak mengetahui terkait rencana pengangkatannya 

tersebut.11 

Dalam Qur’an Surah An-Nisaa ayat 58, Allah berfirman: 

 

“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada 

yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan 

hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. 

Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya 

kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Mendengar lagi Maha 

Melihat.” (Q.S. An-Nisaa : 58) 

Sesungguhnya Allâh Azza wa Jalla memerintahkan untuk menunaikan 

berbagai amanat yang diserahkan kepada kalian untuk ditunaikan kepada yang 

berhak. Amanat adalah semua yang diamanahkan kepada seseorang dan 

diperintahkan untuk melaksanakannya. Dalam ayat ini, Allâh Azza wa Jalla 

                                                           
11 Berita Satu, “Tolak Jadi Dirut BTN, Suprajarto Pilih Mundur”, 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/572259/tolak-jadi-dirut-btn-suprajarto-pilih-mundur , diakses 

pada tanggal 7 September 2019. 

https://www.beritasatu.com/ekonomi/572259/tolak-jadi-dirut-btn-suprajarto-pilih-mundur
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memerintahkan para hamba-Nya untuk menunaikan amanat dengan sempurna 

tanpa dikurangi dan ditambah-tambahi. 

Oleh karena itu, penulis mengangkat skripsi yang berjudul “PERAN 

MENTERI BADAN USAHA MILIK NEGARA DALAM 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DIREKSI BUMN 

BERBENTUK PERSERO TERBUKA; Studi Kasus Pengangkatan 

Direktur Utama PT. Bank Tabungan Negara Melalui RUPSLB Tanggal 29 

Agustus 2019” 

 

B. Rumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah diuraikan di atas, 

maka terdapat permasalahan yang dirumuskan sebagai berikut: 

1. Bagaimana peran Menteri BUMN dalam pengangkatan dan pemberhentian 

Direksi BUMN berbentuk Persero Terbuka? 

2. Bagaimana pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama PT. Bank 

Tabungan Indonesia yang dilakukan melalui RUPSLB tanggal 29 Agustus 

2019? 

3. Bagaimana pandangan Islam terhadap peran Menteri BUMN dalam 

pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero 

Terbuka? 

 

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian 

Tujuan Penelitian 

Penelitian ini dilakukan untuk mencapai suatu tujuan. Tujuan yang 

terkandung dalam penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Untuk menganalisis peran Menteri BUMN dalam pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero Terbuka. 

2. Untuk menganalisis pengangkatan dan pemberhentian Direktur Utama PT. 

Bank Tabungan Indonesia yang dilakukan melalui RUPSLB tanggal 29 

Agustus 2019. 
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3. Untuk menganalisis pandangan Islam terhadap peran Menteri BUMN dalam 

pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero 

Terbuka. 

Manfaat Penelitian 

Adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah sebagai 

berikut: 

a. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dan menambah 

pengetahuan peneliti, kalangan akademisi dan masyarakat di bidang hukum 

mengenai peran Menteri BUMN dalam pengangkatan dan pemberhentian 

Direksi BUMN berbentuk Persero Terbuka. 

b. Manfaat Praktis 

Hasil penelitian ini dapat bermanfaat untuk memberikan 

pengetahuan dan menjadi tambahan referensi bagi masyarakat juga bagi 

penegak hukum dalam menyelesaikan masalah terkait pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero Terbuka. 

D. Kerangka Konseptual 

Kerangka konseptual merupakan kerangka yang menggambarkan 

hubungan antara konsep-konsep khusus yang akan diteliti. Untuk itu peneliti 

menjadikan kerangka konseptual sebagai pedoman operasional dalam 

pengumpulan, pengolahan, analisis dan konstruksi data adalah: 

1. Menteri BUMN 

Menteri yang ditunjuk dan/atau diberi kuasa untuk mewakili pemerintah 

selaku pemegang saham negara pada Persero dan pemilik modal pada 

Perum dengan memperhatikan peraturan perundangundangan.12 

2. Badan Usaha Milik Negara 

Usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh negara 

melalui penyertaan secara langsung yang berasal dari kekayaan negara yang 

dipisahkan.13 

 

                                                           
12 Indonesia (f), Undang-Undang tentang Badan Usaha Milik Negara, UU Nomor 19 

Tahun 2003, Pasal 1. 
13 Ibid. 
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3. Direksi 

Organ Perseroan yang berwenang dan bertanggung jawab penuh atas 

pengurusan Perseroan untuk kepentingan Perseroan, sesuai dengan maksud 

dan tujuan Perseroan serta mewakili Perseroan, baik di dalam maupun di 

luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.14 

4. Persero 

BUMN yang bentuknya perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam 

saham yang seluruh atau paling sedikitnya 51% (lima puluh satu persen) 

sahamnya dimiliki oleh Negara Republik Indonesia yang tujuan utamanya 

mengejar keuntungan.15 

5. Rapat Umum Pemegang Saham 

Organ Perseroan yang mempunyai wewenang yang tidak diberikan kepada 

Direksi atau Dewan Komisaris dalam batas yang ditentukan dalam Undang-

Undang ini dan/atau anggaran dasar.16 

6. Good Corporate Governance 

Proses untuk meningkatkan keberhasilan usaha dan akuntabiltas perusahaan 

guna mewujudkan nilai Pemilik Modal/RPB dalam jangka panjang dengan 

tetap memperhatikan kepentingan stakeholders perusahaan berlandaskan 

peraturan dan nilai etika.17  

 

E. Metode Penelitian 

1. Jenis Penelitian 

Jenis penelitian yang penulis pergunakan adalah penelitian hukum 

normatif. Penelitian hukum normatif yang diteliti bahan pustaka atau data 

sekunder, yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan 

tersier,.18 

 

                                                           
14 Indonesia (g), Undang-Undang tentang Perseroan Terbatas, UU Nomor 40 Tahun 

2007, Pasal 1. 
15 Indonesia (f), loc. cit.. 
16 Indonesia (g), loc. cit. 
17 Perumnas, “Good Corporate Governance”, https://www.perumnas.co.id/good-

corporate-governance/ diakses pada 24 Desember 2019. 
18 Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, cet. 3, (Jakarta: UI-Press, 2014), hlm. 

52. 

https://www.perumnas.co.id/good-corporate-governance/
https://www.perumnas.co.id/good-corporate-governance/
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2. Jenis Data  

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder. 

Data sekunder penelitian ini terdiri dari: 

a. Bahan hukum primer, yaitu beberapa aturan terkait yang terdiri dari: 

1. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik 

Negara; 

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; 

3. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor PER-

03/MBU/02/2015 tentang Persyaratan, Tata Cara Pengangkatan, dan 

Pemberhentian Anggota Direksi Badan Usaha Milik Negara; 

b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan-bahan yang memberikan 

penjelasan mengenai bahan hukum primer yang terdiri dari Ringkasan 

RUPSLB PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, buku-buku hukum, 

skripsi, artikel, jurnal hukum yang terkait dengan judul penelitian ini. 

c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun 

penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, yang terdiri dari 

kamus, ensiklopedia, dan situs internet. 

3. Alat Pengumpulan Data 

Dalam penulisan ini alat pengumpulan data yang digunakan adalah 

melalui studi dokumen atau bahan pustaka. Studi dokumen merupakan 

suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis.19 

4. Analisis Data 

Analisis data yang digunakan penulis adalah analisis data kualitatif. 

Prinsip pokok teknik analisis kualitatif ialah mengolah dan menganalisis 

data-data yang terkumpul menjadi data yang sistematik, teratur, terstruktur 

dan mempunyai makna. 

 

 

 

 

                                                           
19 Soerjono Soekanto, Ibid., hlm. 21. 
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F. Sistematika Penulisan 

Untuk mempermudah dalam pemahaman hasil penelitian, penulisan ini 

akan dibagi menjadi 5 (lima) bab, sebagaimana akan diuraikan tentang 

permasalahan dalam penulisan ini: 

1. Bab I merupakan pendahuluan dan gambaran umum dan menyeluruh 

tentang pokok permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini, 

diantaranya latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat 

penulisan, metode penelitian dan sistematika penulisan. 

2. Bab II berjudul Tinjauan Umum tentang Peran Menteri BUMN dalam 

pengangkatan dan pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero. 

Berisikan sub bab mengenai: BUMN; Peran, Tugas, dan Kewenangan 

Menteri BUMN; Pengangkatan dan Pemberhentian Direksi BUMN; dan 

Good Corporate Governance. 

3. Bab III berjudul Analisis Peran Menteri BUMN dalam Pengangkatan dan 

Pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero, merupakan hasil dari 

penelitian mengenai peran Menteri BUMN dalam pengangkatan dan 

pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero. Berisikan sub bab 

mengenai: Peran Menteri BUMN dalam Pengangkatan dan Pemberhentian 

Direksi BUMN Berbentuk Persero Terbuka; dan Analisis terhadap 

Pengangkatan dan Pemberhentian Direktur Utama PT Bank Tabungan 

Negara melalui RUPSLB tanggal 29 Agustus 2019. 

4. Bab IV berjudul Peran Menteri BUMN dalam Pengangkatan dan 

Pemberhentian Direksi BUMN berbentuk Persero Terbuka Menurut 

Pandangan Islam, merupakan uraian tentang pandangan Islam terhadap 

peran Menteri BUMN dalam pengangkatan dan pemberhentian Direksi 

BUMN berbentuk Persero Terbuka berdasarkan dalil yang terdapat dalam 

Al-Qur’an dan Hadist. 

5. Bab V merupakan bab penutup dalam bentuk kesimpulan mengenai pokok-

pokok permasalahan yang telah diuraikan pada bab-bab sebelumnya, serta 

mengemukakan beberapa saran.  

 

 


